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Ikhtisar Putusan :  

Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia dari berbagai 
profesi yang mengkualifikasikan dirinya sebagai pemilih dan juga pembayar pajak.  

        Mengenai kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon mengenai 
Pengujian Formil UU 3/2022 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili 
permohonan a quo; 

        Terkait tenggat waktu permohonan para Pemohon, oleh karena pengajuan permohonan 
diajukan belum melewati batas waktu 45 hari sejak UU 3/2022 diundangkan maka permohonan 
para Pemohon dapat dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok permohonan.  

         Terkait kedudukan hukum para Pemohon, para Pemohon adalah WNI dari berbagai 
profesi yang beranggapan hak konstitusionalnya telah dirugikan karena berlakunya UU 3/2022 
di mana para Pemohon beranggapan pembentukan UU 3/2022 telah melanggar hak 
konstitusional para Pemohon sebagaimana telah  dijamin dalam UUD 1945.  

         Selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon. Menurut 
Mahkamah, dalam pengujian formil di Mahkamah Konstitusi, dalam beberapa pertimbangan 
hukum Putusan Mahkamah, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemohon 
yang mempunyai kedudukan hukum dalam permohonan pengujian formil adalah pihak yang 
mempunyai pertautan kepentingan dengan substansi pengujian formil yang dimohonkan 
pengujian. Terkait dengan hal tersebut, UU 3/2022 yang diajukan untuk diuji oleh para 
Pemohon merupakan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara, yaitu undang-undang yang 
menetapkan posisi atau letak, bentuk dan pengembangan kawasan Ibu Kota Negara Republik 
Indonesia. Dalam penalaran yang wajar undang-undang yang menetapkan segala sesuatu 
ketentuan yang berkaitan dengan ibu kota negara merupakan undang-undang yang pada 
pokoknya memengaruhi kepentingan seluruh warga negara Indonesia atau undang-undang 
yang akan berdampak pada aspek kehidupan masyarakat dan keterpenuhan hak 
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konstitusional setiap warga negara. Dalam kaitan ini, para Pemohon telah menjelaskan sebagai 
perseorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hubungan pertautan kepentingan antara 
masing-masing profesi dan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh para Pemohon dengan 
proses pembentukan UU 3/2022 yang dimohonkan pengujian secara formil.  

         Berdasarkan uraian di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil adanya 
persoalan inkonstitusionalitas tentang tata cara pembentukan UU 3/2022 sebagaimana 
didalilkan oleh para Pemohon pada pokok permohonan, Mahkamah berpendapat para 
Pemohon telah dapat menguraikan kedudukan dan kegiatannya yang memiliki hubungan 
pertautan dengan UU 3/2022 serta telah pula menguraikan secara spesifik dan potensial 
adanya hubungan kausal (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang 
dialaminya dengan proses pembentukan UU 3/2022 yang menurut para Pemohon tidak sesuai 
dengan UUD 1945. Oleh karenanya, jika permohonan ini dikabulkan kerugian hak 
konstitusional dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian, para Pemohon memiliki 
kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian formil UU 3/2022 a quo.  

         Sementara itu, terkait dengan provisi dan pokok permohonan, Mahkamah dalam 
pertimbangannya menyatakan sebagai berikut: 

Dalam Provisi 

Menurut Mahkamah, para Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada 
pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan 
memerintahkan kepada Pemerintah untuk menunda segala tindakan/kebijakan dan menunda 
penerbitan segala aturan turunan, in casu Peraturan Pelaksana UU 3/2022 sampai dengan 
adanya putusan akhir terhadap pokok permohonan a quo, dengan alasan menurut para 
Pemohon untuk menghindari terjadinya dampak yang lebih besar, dan agar tetap terwujudnya 
perlindungan kepastian hukum atas hak-hak para Pemohon yang dilanggar dalam proses 
pembentukan UU 3/2022.  

          Terhadap permohonan provisi para Pemohon tersebut, penting bagi Mahkamah untuk 
menegaskan bahwa pengujian undang-undang bukanlah bersifat adversarial dan bukan 
merupakan perkara yang bersifat interpartes atau bukan merupakan sengketa kepentingan 
para pihak, melainkan menguji keberlakuan  suatu  undang-undang  yang  bersifat  umum  yang 
berlaku  bagi  seluruh  warga  negara. Oleh karena itu, terhadap permohonan provisi a quo, 
haruslah dipertimbangkan secara tersendiri dan kasuistis sepanjang hal tersebut relevan dan 
mendesak untuk dilakukan. Namun, setelah Mahkamah mencermati secara saksama alasan 
permohonan provisi yang diajukan oleh para Pemohon lebih berkaitan erat dengan materi 
muatan UU 3/2022 sehingga tidak tepat apabila dijadikan sebagai alasan permohonan provisi 
dalam pengujian formil. Terlebih lagi, Mahkamah tidak menemukan adanya alasan yang kuat 
untuk menunda keberlakuan UU a quo. Di samping itu, Mahkamah juga telah memberikan 
batasan waktu yang singkat untuk memutus perkara pengujian formil sebagaimana telah 
dipertimbangkan pada Paragraf [3.9] di atas. Dengan demikian, permohonan provisi para 
Pemohon tidak beralasan menurut hukum. 

Dalam Pokok Permohonan 

Dalam pokok permohonan para Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil 
terhadap UU 3/2022 karena, menurut para Pemohon, proses pembentukan UU 3/2022 
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 
28C ayat (2) UUD 1945. 

Dalam pertimbangan hukumnya terkait pokok permohonan Mahkamah menjawab seluruh dalil 
para Pemohon sebagai berikut:  

1. Bertentangan dengan asas kejelasan tujuan 

Terhadap dalil para Pemohon a quo, terlebih dahulu Mahkamah akan menegaskan maksud 
“asas kejelasan tujuan” sebagaimana ditentukan dalam UU 12/2011 adalah setiap 
pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang 
hendak dicapai [vide Penjelasan Pasal 5 huruf a UU 12/2011]. Sekalipun UU Nomor 12 
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Tahun 2011 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (selanjutnya 
disebut UU 13/2022) namun pengertian asas kejelasan tujuan tersebut masih tetap 
dirumuskan sama [vide Pasal 5 huruf a UU 13/2022]. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai 
konstitusionalitas norma UU 3/2022, karena berkenaan dengan keterpenuhan syarat formil 
pembentukan undang-undang tidak dapat dilepaskan dari asas kejelasan tujuan. Berkaitan 
dengan hal ini, dalam UU 3/2022 telah dicantumkan tujuan dibentuknya UU a quo 
sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa: “Ibu Kota Nusantara 
memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan 
untuk: 

a. menjadi kota berkelanjutan di dunia; 

b. sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan; dan 

c. menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa 
Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945”. 

Terkait dengan tujuan tersebut dijelaskan pula dalam Penjelasan Umum UU 3/2022 yang 
menyatakan bahwa: “Pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Nusantara memiliki visi Ibu 
Kota Negara sebagai kota dunia untuk semua yang bertujuan utama mewujudkan kota ideal 
yang dapat menjadi acuan (role model) bagi pembangunan dan pengelolaan kota di 
Indonesia dan dunia. Visi besar tersebut bertujuan untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara 
sebagai: 

a. kota berkelanjutan di dunia, yang menciptakan kenyamanan, keselarasan dengan 
alam, ketangguhan melalui efisiensi penggunaan sumber daya dan rendah karbon; 

b. penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, yang memberi peluang ekonomi 
untuk semua melalui pengembangan potensi, inovasi, dan teknologi; serta 

c. simbol identitas nasional, merepresentasikan keharmonisan dalam keragaman 
sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika” [vide Penjelasan Umum UU 3/2022]. 

Lebih lanjut, masih berkaitan dengan tujuan pembentukan UU 3/2022 pada Penjelasan 
Pasal 2 huruf a UU a quo dijelaskan maksud dari "kota berkelanjutan di dunia" adalah kota 
yang mengelola sumber daya secara tepat guna dan memberikan pelayanan secara efektif 
dalam pemanfaatan sumber daya air dan energi yang efisien, pengelolaan sampah 
berkelanjutan, moda transportasi terpadu, lingkungan layak huni dan sehat, dan lingkungan 
alam dan binaan yang sinergis, yang di dalamnya juga menetapkan Ibu Kota Nusantara 
sebagai kota di dalam hutan (forest city) untuk memastikan kelestarian lingkungan dengan 
minimal 75% (tujuh puluh lima persen) kawasan hijau, serta rencana Ibu Kota Nusantara 
dijalin dengan konsep masterplan yang berkelanjutan untuk menyeimbangkan ekologi 
alam, kawasan terbangun, dan sistem sosial yang ada secara harmonis. Demikian pula 
dengan Penjelasan Pasal 2 huruf b UU 3/2022 yang berkaitan dengan tujuan "penggerak 
ekonomi Indonesia di masa depan" dijelaskan maksudnya adalah sebagai kota yang 
progresif, inovatif, dan kompetitif dalam aspek teknologi, arsitektur, tata kota, dan sosial. 
Artinya, IKN menetapkan strategi ekonomi superhub yang terkait dengan strategi tata ruang 
untuk melampaui potensi saat ini, memastikan sinergi yang produktif antara tenaga kerja, 
infrastruktur, sumber daya, dan jaringan, serta memaksimalkan peluang kerja bagi seluruh 
penduduk kota. Terakhir, berkaitan dengan tujuan pembentukan UU 3/2022 sebagai 
“simbol identitas nasional" dijelaskan maksudnya adalah kota yang mewujudkan jati diri, 
karakter sosial, persatuan, dan kebesaran bangsa yang mencerminkan kekhasan 
Indonesia [vide Penjelasan Pasal 2 huruf a, huruf b, dan huruf c UU 3/2022]. 

Sementara itu, berkenaan dengan tujuan pembentukan IKN sebelum dituangkan dalam UU 
3/2022 telah dicantumkan atau masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang pada prinsipnya menjabarkan secara bertahap 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (vide Keterangan 
Pemerintah hlm. 19-20) dan Visi Indonesia 2033 yang secara eksplisit menyatakan adanya 
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pemindahan episentrum Nusantara ke Kalimantan (vide bukti PK-20), yang pada pokoknya 
menyatakan pembentukan Ibu Kota Negara masuk sebagai salah satu rencana Proyek 
Prioritas Strategis (Major Project) RPJMN 2020-2024 (vide Lampiran I Peraturan Presiden 
Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 
2020-2024 selanjutnya disebut Perpres 18/2020). Pembentukan Ibu Kota Negara tersebut 
dilatarbelakangi salah satunya guna meningkatkan pembangunan kawasan timur 
Indonesia untuk pemerataan wilayah. Selain itu, RUU IKN juga masuk dalam agenda 
pembangunan pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah di 
Indonesia [vide Bab IX Kaidah Pelaksanaan Bagian Kerangka Regulasi Lampiran I Perpres 
18/2020 pada hlm. 273 = IX.7]. Lebih lanjut, berkaitan dengan dalil para Pemohon yang 
mempersoalkan RUU IKN tidak memiliki perencanaan legislasi, penting pula bagi 
Mahkamah untuk menjelaskan terlebih dahulu maksud perencanaan legislasi dalam UU 
12/2011 yang tidak dapat dilepaskan dari pengertian Program Legislasi Nasional 
(Prolegnas) yaitu instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang 
disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis [vide Pasal 1 angka 9 UU 12/2011]. 
Berkenaan dengan hal tersebut, UU 12/2011 menghendaki penyusunan Undang-Undang 
dilakukan dalam Prolegnas yang merupakan skala prioritas program pembentukan 
Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional [vide Pasal 16 dan 
Pasal 17 UU 12/2011]. Prolegnas dimaksud memuat program pembentukan undang-
undang dengan judul rancangan undang-undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya 
dengan peraturan perundang-undangan lainnya [vide Pasal 19 ayat (1) UU 12/2011]. 
Dengan merujuk pada Lampiran I Perpres 18/2020 menyatakan pada pokoknya untuk 
pembentukan Ibu Kota Negara perlu dasar hukum. Sebagai tindak lanjutnya, Pemerintah 
mengusulkan kepada DPR untuk memasukkan RUU tentang Ibu Kota Negara dalam 
Prolegnas yang kemudian diundangkan menjadi UU 3/2022 sebagai landasan pelaksanaan 
perpindahan Ibu Kota Negara. Terkait dengan pencantuman RUU IKN ke dalam Prolegnas, 
DPR menerangkan bahwa RUU IKN telah masuk Prolegnas jangka menengah 2020-2024 
berdasarkan Surat Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program 
Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024 yang ditetapkan tanggal 
17 Desember 2019 [vide Lampiran 1. Keterangan DPR] sebagaimana tercantum pada 
nomor 131. Selanjutnya, setiap tahun selalu masuk dalam Prolegnas prioritas tahunan yaitu 
pada tahun 2020 dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas sebagaimana tercantum pada 
Nomor 46 [vide Lampiran 2 Surat Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 
ditetapkan tanggal 22 Januari 2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan 
Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 = PK-1.Pemerintah]; pada tahun 2021 diajukan 
kembali sebagai Prolegnas Prioritas sebagaimana tercantum dalam nomor 28 [vide 
Lampiran 3 Surat Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/IV/2020-2021 tentang Program 
Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2021 ditetapkan tanggal 
23 Maret 2021 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan 
Tahun 2020-2024 = PK-25.Pemerintah]. Ketika ada pembahasan evaluasi Prolegnas 
Prioritas tahun 2021, RUU IKN tetap diprioritaskan sebagaimana tercantum dalam nomor 
29 [vide Lampiran 4 Surat Keputusan DPR RI Nomor 9/DPR RI/I/2021-2022 tentang 
Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2021 yang 
ditetapkan tanggal 30 September 2021 dan Program Legislasi Nasional Rancangan 
Undang-Undang Perubahan Kedua Tahun 2020-2024]; dan pada saat pembahasan 
prioritas tahunan 2022, RUU IKN dimasukkan kembali dalam Prolegnas Prioritas Tahun 
2022 sebagaimana tercantum dalam Nomor 33 [vide Lampiran 5 berdasarkan Surat 
Keputusan DPR RI Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang Program Legislasi Nasional 
Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 ditetapkan tanggal 7 Desember 2021 
dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 
2020-2024 = PK-25.Pemerintah]. Seluruh proses pangajuan Prolegnas Prioritas tahunan 
ini pun dilakukan sesuai dengan ketentuan UU 12/2011 yakni diajukan sebelum penetapan 
Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU 
APBN) [vide Pasal 20 ayat (5) UU 12/2011]. Hal ini dimaksudkan agar pembentukan suatu 
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undang-undang mendapatkan kejelasan dari sisi penganggarannya, tidak hanya berkaitan 
dengan anggaran pembentukan undang-undangnya, namun juga diperhitungkan dampak 
undang-undang tersebut bagi keuangan negara, oleh karenanya harus dibahas dan 
ditetapkan usulan RUU dalam Prolegnas sebelum RUU APBN ditetapkan.  

Terlebih lagi, dalam keterangannya, Pemerintah dan DPR menerangkan bahwa 
pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Jawa diharapkan dapat mendorong percepatan 
pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah di luar 
Jawa terutama Kawasan Timur Indonesia. Selain itu, hadirnya UU 3/2022 merupakan 
sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, juga untuk mewujudkan Ibu 
Kota Negara yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan serta menjadi acuan 
bagi pembangunan dan penataan wilayah lainnya di Indonesia dan hal tersebut juga 
merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan tujuan bernegara, sekaligus sebagai 
upaya mewujudkan salah satu cita-cita dalam visi Indonesia 2045 [vide Risalah Sidang 
Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022, tanggal 21 April 2022]. 

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah ternyata perencanaan pembentukan 
IKN merupakan bagian dari program sistem perencanaan pembangunan nasional yang 
telah tercantum dalam Lampiran Perpres 18/2020 dan telah pula dituangkan dalam 
Prolegnas jangka menengah 2020-2024 dan telah diprioritaskan setiap tahunnya sejak 
tahun 2020 sehingga semakin menegaskan bahwa pembentukan IKN telah benar-benar 
memiliki kejelasan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a UU 12/2011. Terlepas 
dari adanya dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa rencana pembentukan IKN ini 
seolah-olah “disusupkan” dalam RPJMN tahun 2020-2025, menurut Mahkamah alat bukti 
yang diajukan oleh para Pemohon tidak cukup membuktikan bahwa dalil a quo benar 
adanya, apalagi untuk dapat mematahkan argumentasi atau fakta hukum serta bukti-bukti 
yang diajukan oleh Pemerintah dan DPR. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, untuk 
melihat secara menyeluruh tujuan dan kejelasan sebuah undang-undang haruslah dilihat 
secara keseluruhan norma undang-undang tersebut yang selanjutnya apabila dianggap 
dapat merugikan hak konstitusional atau menyimpangi dari tujuan dibentuknya undang-
undang maka dapat dilakukan pengujian secara materiil terhadap norma dimaksud ke 
Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, sesungguhnya dengan telah dicantumkannya 
maksud dan tujuan penyusunan undang-undang dalam UU 3/2022 dan dijelaskan secara 
komprehensif dalam Penjelasan Umum sebagaimana hal tersebut juga telah dinyatakan 
dalam Perpres 18/2020 mengenai RPJMN maka tujuan pembentukan UU 3/2022 pada 
prinsipnya telah memenuhi “asas kejelasan tujuan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
huruf a UU 12/2011. 

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan 
bahwa pembentukan UU 3/2022 telah melanggar “asas kejelasan tujuan” sebagaimana 
diatur dalam Pasal 5 huruf a UU 12/2011 adalah tidak beralasan menurut hukum.  

2. Bertentangan dengan asas kesesuain antara jenis, hierarki dan materi muatan 

Terhadap dalil a quo, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan terlebih dahulu maksud 
asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan bahwa dalam pembentukan 
peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang 
tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan [vide Penjelasan 
Pasal 5 huruf c UU 12/2011]. Berkaitan dengan jenis dan hierarki dimaksud harus dikaitkan 
dengan Pasal 7 UU 12/2011 yang menyatakan bahwa jenis dan hierarki Peraturan 
Perundang-undangan terdiri atas: a). UUD 1945; b). Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat; c). Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d). 
Peraturan Pemerintah; e). Peraturan Presiden; f). Peraturan Daerah Provinsi; dan g). 
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan, berkaitan dengan materi muatan untuk 
masing-masing jenis peraturan perundang-undangan tersebut ditentukan dalam Pasal 10 
sampai dengan Pasal 15 UU 12/2011. Dalam hal ini, khusus terkait dengan materi muatan 
yang harus diatur dengan undang-undang berisi: a) pengaturan lebih lanjut mengenai 
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ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) perintah 
suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang; c) pengesahan perjanjian 
internasional tertentu; d) tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau e) 
pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Sementara itu, materi muatan peraturan 
pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Hal ini 
dijelaskan maksudnya bahwa penetapan peraturan pemerintah untuk melaksanakan 
perintah undang-undang atau untuk menjalankan undang-undang sepanjang diperlukan 
dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang 
bersangkutan [vide Pasal 12 UU 12/2011 dan Penjelasannya].  Berkenaan dengan 
peraturan presiden ditentukan muatannya berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-
Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk 
melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Artinya, Peraturan Presiden 
dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah Undang-Undang atau 
Peraturan Pemerintah secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya 
[vide Pasal 13 UU 12/2011 dan Penjelasannya].  

Berkaitan dengan aturan pendelegasian yang didalilkan para Pemohon merupakan segala 
hal yang bersifat strategis sehingga seharusnya diatur dalam materi muatan undang-undang 
bukan dalam aturan pelaksana. Berkenaan dengan dalil a quo, Mahkamah terlebih dahulu 
akan mempertimbangkan cakupan pendelegasian yang terdapat dalam UU 3/2022, apakah 
benar materi muatannya memang harus ada dalam undang-undang bukan dalam peraturan 
pelaksana. Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama keseluruhan ketentuan dalam 
UU 3/2022 yang terdiri dari 44 (empat puluh empat) pasal di mana pendelegasian 
pengaturan lebih lanjut terdapat di antaranya dalam (tanpa Mahkamah bermaksud menilai 
konstitusionalitas norma pasal-pasal UU 3/2022). 

Dengan merujuk pada Lampiran II UU 12/2011, pada angka 198 ditentukan bahwa 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan 
mengatur lebih lanjut kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. 
Selanjutnya, pada angka 199 ditentukan bahwa pendelegasian kewenangan dapat 
dilakukan dari suatu Undang-Undang kepada Undang-Undang yang lain, dari Peraturan 
Daerah Provinsi kepada Peraturan Daerah Provinsi yang lain, atau dari Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota kepada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang lain. Sementara itu, pada 
angka 200 Lampiran II a quo ditentukan pula bahwa pendelegasian kewenangan mengatur 
harus menyebut dengan tegas: a) ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan b) jenis 
Peraturan Perundang-undangan [vide Lampiran II UU 12/2011 dalam Bab II Hal-Hal 
Khusus, Huruf A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN].  

Dengan mendasarkan pada ketentuan teknik pendelegasian dalam UU 12/2011, 
pengaturan pendelegasian oleh UU 3/2022 telah sejalan dengan teknik pendelegasian 
dimaksud. Dalam hal ini, jika yang dipersoalkan oleh para Pemohon mengenai pengaturan 
Rencana Induk Ibu Kota Nusantara maka materi muatan pokok atas Rencana Induk Ibu 
Kota Nusantara telah ditentukan sebagai materi muatan UU a quo yang meliputi paling 
sedikit: a. pendahuluan; b. visi, tujuan, prinsip dasar, dan indikator kinerja utama; c. prinsip 
dasar pembangunan; dan d. penahapan pembangunan dan skema pendanaan. Materi 
muatan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara tersebut telah tercantum dalam Lampiran II UU 
3/2022 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UU a quo. Sementara itu, 
pembentuk undang-undang menghendaki pengaturan lebih lanjut yang bersifat rincian dari 
materi muatan pokok dalam UU a quo agar diatur dengan peraturan presiden. 
Pendelegasian demikian ini telah sejalan dengan teknik pendelegasian sebagaimana 
dimaksud dalam UU 12/2011. Artinya, apabila segala hal ihwal teknis seluruhnya harus 
diatur dalam UU maka justru akan timbul persoalan di kemudian hari, jika ihwal demikian 
tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan ke depannya. Terlebih lagi, proses 
mengubah suatu undang-undang jauh lebih sulit dibandingkan dengan mengubah peraturan 
pelaksana. Oleh karena itu, berkaitan dengan dalil para Pemohon yang mempersoalkan 
adanya peraturan pelaksana yang tidak seharusnya mengatur muatan undang-undang 
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tanpa memberi dasar argumentasi dan bukti-bukti yang meyakinkan bagi Mahkamah, maka 
apa yang para Pemohon persoalkan tersebut lebih merupakan bentuk kekhawatiran atas 
implementasi UU 3/2022. Dalam kaitan ini, hal yang terpenting adalah peraturan pelaksana 
tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang mendelegasikannya (dari peraturan yang 
lebih tinggi). Andaipun ada persoalan pertentangan demikian, quod non, sistem hukum 
pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia pun telah mengatur 
penyelesaiannya oleh lembaga yang diberi kewenangan untuk itu [vide Pasal 24A UUD 
1945].  Berkaitan dengan hal ini, Mahkamah memandang penting pula untuk menegaskan 
bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas UU 12/2011 (UU 13/2022) DPR, Presiden, dan DPD diberi 
kewenangan untuk melakukan pemantauan dan peninjauan atas pelaksanaan undang-
undang yang berlaku [vide Pasal 95A UU 13/2022].    

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dalil para Pemohon bahwa pembentukan UU 
3/2022 bertentangan dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” 
sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf c UU 12/2011 adalah tidak beralasan menurut 
hukum. 

3. Bertentangan dengan asas dapat dilaksanakan 

Terhadap dalil para Pemohon a quo, menurut Mahkamah penting pula bagi Mahkamah 
untuk menjelaskan terlebih dahulu maksud “asas dapat dilaksanakan” dalam Pasal 5 huruf 
d UU 12/2011 bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus 
memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam 
masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Terkait dengan hal tersebut 
sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
79/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 4 Mei 
2021 yang pada pokoknya terkait dengan asas dapat dilaksanakan haruslah didalami lebih 
lanjut pasal demi pasal yang apabila menurut para Pemohon tidak jelas atau memiliki 
penafsiran yang berbeda atau bertentangan isinya antara pasal yang satu dengan pasal 
lainnya sehingga tidak dapat dilaksanakan, maka terkait dengan norma tersebut bukan 
merupakan bagian dari penilaian Mahkamah dalam pengujian formil a quo [vide Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 hlm. 366-367]. 

Terlepas dari pertimbangan di atas, setelah Mahkamah mencermati secara saksama 
argumentasi dan bukti yang diajukan, telah ternyata para Pemohon dalam mendalilkan 
adanya persoalan asas dapat dilaksanakan yang tidak diterapkan dalam pembentukan UU 
3/2022, tanpa memberikan bukti-bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah. Karena, setelah 
Mahkamah mencermati Naskah Akademik RUU IKN telah dengan jelas menguraikan 
kebutuhan UU 3/2022 baik secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dalam hal ini, secara 
sosiologis pada pokoknya diuraikan dalam Naskah Akademik RUU IKN. Selain itu, berkaitan 
dengan dalil para Pemohon yang mengaitkan aspek sosiologis tersebut dengan adanya 
trend kenaikan penularan Covid-19 karena menyatakan pembentuk undang-undang seolah-
olah tidak memiliki perhatian terhadap semakin meningginya penularan Covid-19 pada saat 
dilakukannya pembahasan UU a quo. Terhadap dalil ini pun para Pemohon tidak 
memberikan argumentasi dan bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah korelasi antara 
kenaikan penularan Covid-19 dengan pembahasan RUU IKN. Menurut Mahkamah, dengan 
mencermati tujuan dibentuknya UU 3/2022 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas 
serta uraian aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam Naskah Akademik RUU IKN, 
Pembentuk Undang-Undang telah memperhitungkan dampak pembangunan IKN terhadap 
masyarakat setempat yang sudah mendiami wilayah tersebut sebelum rencana pemindahan 
IKN dilakukan, sehingga pembangunan dan pengelolaan IKN dapat berlangsung secara 
terukur sesuai dengan tujuan dibentuknya IKN. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap 
dalam persidangan hal tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah dengan membuat kajian 
secara komprehensif perihal rencana pemindahan ibu kota tersebut [vide Risalah Sidang 
Perkara Nomor 25/PUU-XX/2022, tanggal 21 April 2022]; 
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Dengan demikian menurut Mahkamah dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa 
pembentukan UU 3/2022 telah melanggar “asas dapat dilaksanakan” sebagaimana diatur 
dalam Pasal 5 huruf d UU 12/2011 adalah tidak beralasan menurut hukum. 

4. Bertentangan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan 

Terhadap dalil para Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah menjelaskan terlebih dahulu 
maksud "asas kedayagunaan dan kehasilgunaan" bahwa setiap peraturan perundang-
undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur 
kehidupan berbangsa dan bernegara [vide Penjelasan Pasal 5 huruf e UU 12/2011]. 
Menurut Mahkamah, untuk melihat secara saksama tentang sejauhmana IKN dibutuhkan 
dan juga bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, maka hal pertama yang 
harus dilakukan adalah dengan membaca secara komprehensif seluruh dokumen yang 
terkait dengan pembentukan UU 3/2022, serta keseluruhan bagian dari UU a quo mulai dari 
bagian konsiderans menimbang sebagai dasar filosofis dan sosiologis serta bagian 
penjelasan umum yang mendeskripsikan latar belakang pembentukan suatu UU, apakah 
benar memang mengabaikan asas tersebut. Dalam kaitan ini pun para Pemohon tidak 
memberikan bukti-bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah atas tidak berdayaguna dan 
berhasilgunanya UU 3/2022.  

Bahwa jika dikaitkan dengan hasil survei yang dilakukan oleh Kelompok Diskusi dan Kajian 
Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi) sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon dalam 
permohonannya yang pada pokoknya hasil survei tersebut mengindikasikan bahwa 
sebanyak 61,9% orang tidak setuju Ibu Kota dipindahkan dengan alasan utama adanya 
potensi pemborosan anggaran negara. Menurut Mahkamah, survei tersebut tidak dapat 
dijadikan acuan bahwa UU 3/2022 telah melanggar asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. 
Mahkamah dapat memahami kekhawatiran dari para Pemohon berkenaan dengan 
penularan Covid-19, namun kekhawatiran tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak 
dilakukannya atau menghentikannya pembahasan atas suatu RUU. Terlebih lagi, di tengah 
kondisi pandemi Covid-19 di mana setiap orang harus mematuhi ketentuan atau protokol 
kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah maka upaya yang dapat dilakukan salah 
satunya dengan menjaga jarak (physical distancing). Oleh karenanya, pembahasan atas 
suatu RUU pun tetap dapat dilakukan secara daring (dalam jaringan), tanpa harus 
menghentikan seluruh proses yang telah ditentukan. Selain itu, berkenaan dengan 
pendanaan pembangunan IKN yang dikhawatirkan para Pemohon akan menghambat 
pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19, sesungguhnya tidaklah 
berkorelasi dengan persoalan konstitusionalitas proses pembentukan UU 3/2022, di mana 
proses tersebut harus didasarkan pada undang-undang pembentukan peraturan 
perundang-undangan yang merupakan amanat Pasal 22A UUD 1945.   

Bahwa selanjutnya, penting pula bagi Mahkamah untuk menjelaskan penggunaan APBN 
sebagai salah satu sumber pendanaan dalam rangka mendukung persiapan, 
pembangunan, dan pemindahan serta penyelenggaraan pemerintahan khusus IKN 
merupakan hal yang lazim dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, 
sepanjang hal tersebut dilakukan dengan benar dan telah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Terlebih lagi menurut Mahkamah, dalam Lampiran II UU 3/2022 telah 
memberikan gambaran secara utuh bahwa pendanaan IKN tidak sepenuhnya 
menggunakan anggaran dari APBN, namun juga dengan menggunakan skema kerja sama 
pemerintah dan badan usaha, skema partisipasi badan usaha yang seluruh atau sebagian 
modalnya dimiliki negara, termasuk BUMN/swasta murni, skema dukungan 
pendanaan/pembiayaan internasional, skema pendanaan lainnya (creative financing), dan 
skema melalui pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), seperti sewa, kerja sama 
pemanfaatan, Bangun Guna Serah (BGS), dan Bangun Serah Guna (BSG) [vide Lampiran 
II UU 3/2022 hlm. 123-124]. Dalam kaitan ini, Mahkamah perlu menegaskan bahwa seluruh 
kerja sama yang berkaitan dengan pendanaan IKN, jika hal tersebut benar maka berkaitan 
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dengan pendanaan tersebut seyogyanya tidak mengurangi kedaulatan dan kemandirian 
negara dalam mengambil keputusan terhadap setiap kebijakan strategis negara.  

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon 
bahwa pembentukan UU 3/2022 telah melanggar “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” 
sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf e UU 12/2011 adalah tidak beralasan menurut 
hukum.  

5. Bertentangan dengan asas keterbukaan 

Terhadap dalil para Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah untuk menjelaskan terlebih 
dahulu maksud "asas keterbukaan" yang semula dijelaskan dalam Pasal 5 huruf g UU 
12/2011 adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari 
perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan 
bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai 
kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan 
peraturan perundang-undangan. Terkait hal tersebut, tanpa Mahkamah bermaksud menilai 
substansinya, dengan telah diberlakukannya UU 13/2022 terdapat perubahan maksud asas 
keterbukaan tersebut menjadi adalah bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan 
mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan 
pengundangan, termasuk pemantauan dan peninjauan, memberikan akses kepada publik 
yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi 
dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam pembentukan peraturan 
perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring 
(dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan) [vide Penjelasan Pasal 5 huruf g UU 
13/2022]. 

Bahwa berkenaan dengan keterpenuhan asas keterbukaan ini, penting bagi Mahkamah 
terlebih dahulu mengungkapkan fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut: 

1) Bahwa pada tahun 2017-2019, Pemerintah (Bappenas) telah melakukan kajian 
pemindahan ibu kota negara yang ditindaklanjuti dengan melaksanakan dialog nasional 
secara tematik untuk memperoleh masukan dari berbagai stakeholders, pakar-pakar, 
lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan juga lembaga-lembaga kajian terkait 
Penyusunan Rencana Induk Ibu Kota Negara dilakukan dengan melakukan Kajian 
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) [vide PK-1.Pemerintah]. 

2) Bahwa Pemerintah telah menerima berbagai masukan dan aspirasi dari publik terkait IKN 
baik yang disampaikan langsung ke Pemerintah Pusat maupun yang disampaikan 
melalui Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten di lokasi Ibu Kota Nusantara dan 
telah pula melakukan lokakarya yang mengundang pakar- pakar hukum ketatanagaraan 
untuk memberikan masukan dari sudut pandang konstitusi dan proses pembentukan 
undang-undang. [vide bukti PK-5, PK-6.Pemerintah] 

3) Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah melakukan beberapa kegiatan guna menjaring 
masukan dari masyarakat baik secara lisan/tulisan yaitu kegiatan Rapat Dengar 
Pendapat Umum (RDPU) dan kunjungan kerja dalam rangka pembahasan RUU IKN 
yang merupakan salah satu proses pembentukan UU IKN  

4) Bahwa data terkait dengan proses pembentukan UU IKN dapat diakses di laman Dewan 
Perwakilan Rakyat yakni https//:www.dpr.go.id/uu/detail/kt/368. 

5) Bahwa dalam penyusunan UU 3/2022 telah dilakukan public hearing dengan 
mengundang masyarakat dan akademisi yang bertempat di beberapa Universitas di 
Indonesia, antara lain Universitas Sam Ratulangi, Universitas Indonesia, UPN Veteran 
Jakarta, Universitas Mulawarman, Universitas Hasanuddin, Universitas Sumatera Utara 
[vide lampiran keterangan tambahan Pemerintah PK-6 sampai dengan PK-19, PK-24] 
yang dapat di akses melalui laman youtube  

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti Pemerintah dan DPR 
telah melakukan berbagai kegiatan untuk menyerap aspirasi yang berkembang di 
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masyarakat, baik dari tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, 
pakar hukum tata negara, dan kelompok masyarakat adat. Terkait dengan adanya berbagai 
kegiatan tersebut, Mahkamah tidak menemukan fakta hukum bahwa para Pemohon 
berupaya untuk melibatkan diri dan/atau terlibat secara pro-aktif dan responsif dalam 
memberikan masukan terhadap proses pembentukan UU 3/2022, yang sebenarnya hal 
demikian tanpa diminta atau diundang pun para stakeholders tetap dapat bertindak dan 
bersikap pro-aktif untuk berperan serta sebagai bagian dari upaya mewujudkan partisipasi 
masyarakat. 

Menurut Mahkamah, keterlibatan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses 
pembentukan undang-undang merupakan suatu keniscayaan dalam upaya mengawal agar 
undang-undang yang akan dibentuk benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat. 
Terkait dengan keterlibatan secara aktif masyarakat dalam proses pembentukan undang-
undang seringkali pembebanan tanggung jawab untuk melakukan hal tersebut dalam proses 
pembentukan undang-undang dibebankan kepada masyarakat yang berpotensi terkena 
imbas dari pembentukan sebuah undang-undang, padahal seharusnya masyarakat secara 
keseluruhan justru juga harus mengambil beban tanggung jawab bersama untuk terlibat 
secara aktif, tanpa terkecuali para Pemohon dalam perkara a quo, kecuali undang-undang 
menentukan lain. Hal tersebut bertujuan agar efek negatif yang kemungkinan akan timbul 
akibat dibentuknya sebuah undang-undang dapat dihindari sehingga undang-undang yang 
dibentuk oleh pembentuk undang-undang telah melewati verifikasi secara menyeluruh oleh 
seluruh lapisan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam 
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. 

Bahwa terlepas dari ada atau tidaknya fakta para Pemohon untuk terlibat aktif memberikan 
masukan perihal pembentukan UU 3/2022, Mahkamah juga tidak menemukan adanya 
rangkaian bukti lain dari para Pemohon yang dapat membuktikan bahwa Pemerintah dan 
DPR telah benar-benar berupaya menutup diri atau tidak terbuka kepada publik terkait 
dengan pembentukan UU 3/2022. Berkenaan dengan 2 (dua) alat bukti yang diajukan oleh 
para Pemohon yakni screenshoot laman Rekam Jejak Pembentukan UU 3/2022 di website 
DPR RI (vide bukti P-43) dan bukti Surat Permohonan Data/Berkas bertanggal 9 Mei 2022 
tentang pembentukan UU IKN ke Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional, Menteri Hukum dan HAM dan DPR RI melalui sekretaris Jenderal DPR RI [vide 
bukti P-44], tidak cukup membuktikan adanya tendensi bahwa Pemerintah dan DPR telah 
melanggar asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g UU 12/2011.  

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa 
pembentukan UU 3/2022 telah melanggar “asas keterbukaan” adalah tidak beralasan 
menurut menurut hukum. 

6. Tahapan pembentukan UU 3/2022 dilakukan dengan pola fast track legislation 

Terhadap dalil para Pemohon a quo, terlepas dari tidak adanya bukti yang relevan yang 
diajukan oleh para Pemohon, menurut Mahkamah proses pembentukan suatu undang-
undang tidak tergantung dari berapa lama atau cepat dan lambatnya pembahasan, namun 
proses pembentukan undang-undang wajib mengikuti kaidah proses pembentukan undang-
undang sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 dan perubahannya yang meliputi proses 
dalam tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan.  

Menurut Mahkamah, sepanjang semua proses dalam tahapan tersebut telah terpenuhi dan 
dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh kehati-hatian oleh pembentuk undang-
undang dengan berpatokan kepada asas-asas pembentukan peraturan perundang-
undangan yang baik, meliputi asas: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk 
yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, 
kedayagunaan dan kehasilgunaan,  kejelasan rumusan dan keterbukaan [vide Pasal 5 UU 
12/2011], maka terkait dengan waktu penyelesaian dan pembahasan yang terkesan seperti 
cepat atau fast track legislation merupakan bagian dari upaya pembentuk undang-undang 
untuk menyelesaikan undang-undang pada umumnya, termasuk dalam hal ini UU 3/2022, 
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yaitu sejak suatu RUU diusulkan masuk dalam Prolegnas jangka menengah. Terlebih lagi, 
menurut Mahkamah, terkait dengan frame waktu pembentukan sebuah undang-undang, UU 
12/2011 dan perubahannya sampai saat ini tidak memberikan ketentuan yang definitif kapan 
suatu RUU yang telah masuk dalam Prolegnas akan diselesaikan. 

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon 
mengenai digunakannya pola “fast track legislation” dalam pembentukan UU 3/2022 
sehingga bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. 

 Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagsi 
berikut: 

Dalam Provisi: 

Menolak permohonan provisi para Pemohon 

Dalam Pokok Permohonan: 

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 

 

 

 

 

 

 


